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Abstract: In the fact as we know that the regional autonomy has risen up the local 
identity. In West Sumatera, the identity of Nagari has been being risen up for 
reconstructing the local societies. The reconstruction of Nagari after the regional 
autonomy is being assisted in the regional regulation (Perda/ Peraturan Daerah) 
no 9 year of 2009. The regional regulation has been obtained by fast of the society 
in West Sumatera. That is why; on the year of 2006 there was a fantastic changes 
of the condition in West Sumatera that all of villages in all regencies have changed 
into a Nagari system, for the exception of Mentawai regency. Since until now, the 
Nagari systems that have been being created are 507 Nagari located in the regencies 
and 44 Nagari located in the city governmental. One of the most interesting issues 
about the changes system of Nagari is that the system is trying to build the societies of 
West Sumatera to be based on the philosophy of adat asandi syarak, syarak basandi 
kitabullah. However, this case has been being written in the regional regulation 
or Perda, that the system of Nagari governmental is being regarded as an effective 
system to reconstruct the societies which have a high cultural values and belief in God 
as stated on the format of philosophical system. Whereas, in fact that the identity of 
the Nagari societies in Minangkabau is based on the cultural philosophy. Then, the 
problem is about the philosophy of adat asandi syarak, syarak basandi kitabullah 
has been being applied and planned in the regulational regency as the same as with 
the ways of the formulation. 
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NAGARI DAN OTONOMI DAERAH
Pasca otonomi daerah (otoda), perubahan yang signifikan terjadi di lintas 
aras lokal adalah, bangkitnya kebembali semangat etnisiti lokal untuk memba-
ngun masyarakat setempat. Dimana semangat etnisiti ini, pada era orde baru        
dikaburkan oleh sistem kekuasaan pemerintahan desa.
Di Sumatera Barat, seiring dengan bergantinya pemerintahan nagari de-
ngan pemerintahan desa, pada kenyataannya telah memudarkan nilai-nilai 
 lokal yang mengkontruksi masyarakat setempat. Mochtar Naim,1 AA. Navis, 
Chatra,3 dan Hanani,4 melihat dan menemukan hampir sama, bahawa kehila-
ngan nagari dalam lokus masyarakat Minangkabau, pada kenyataannya telah 
menimbulkan degredasi dan distorsi nilai dalam masyarakat tersebut. Distorsi 
nilai malahan telah mengaburkan identitas masyarakat adat Minangkabau yang 
memiliki filsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
Menyadari akan hal, fenomena-fenomena sosial sebagai akibat distorsi 
 nilai itu maka era otoda pasca reformasi ini pemerintahan Sumatera Barat, 
kembali merekonstruksi pemerintahan nagari. Dengan tujuan pemerintahan 
nagari dapat mengembalikan identitas masyarakat Minangkabau yang ditata 
dengan kabolarasi adat dan agama, sebagaimana dipublikasikan dalam falsafah 
adat tersebut.
Secara tegas, untuk merekontruksi pemerintahan nagari tersebut, dikeluar-
kanlah oleh pemerintahan Sumatera Barat Peraturan Daerah(Perda) no 9 tahun 
000. Dalam Perda ini disebutkan dengan jelas, bahwa pemerintahan nagari 
”dipandang efektif untuk mewujudkan kembali, masyarakat adat Minangkabau 
yang demokratis dan berbudaya, bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat dan 
agama, sebagaimana diformulasikan oleh falsafah adat basandi syarak, syarak 
basandi kitabullah.
Perda tersebut diakses oleh masyarakat dengan begitu serius, sehingga se-
menjak Perda ini di berlakukan tahun 000 dan sampai sekarang, di Sumatera 
Barat selain dari ke Pulauan Mentawai telah terbentuk nagari sebanyak 507 di 
kabupaten dan 44 buah di kota madya, menggantikan 1761 desa dan 406 ke-
lurahan. Dilihat dari konteks perubahan ini, bahwa masyarakat Minangkabau 
menyetujui kembali esensial kehidupan bernagari pada era global ini. Hal ini 
sejalan dengan konsep global paradox yang dikemukakan oleh John Nisbitt, 
 dimana globalisasi memperkuat kembali semangat keidentitian, kebangkitan 
lokal menjadi trend, kerena tatanan kultural global tidak dapat memberikan 
kepastian nilai-nilai yang mapan terhadap manusia. Hanya menawarkan kul-
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tur ”pop” yang peranannya sebagai penenang saja. Sementara manusia sema-
kin menghadapi panorama kehidupan yang semakin kompleks.5
Kembali ke nagari yang disetujui oleh masyarakat Minangkabau, tentu je-
las arahnya yaitu untuk mencarai kembali tatanan nilai yang mampu merekon-
struksi masyarakat hidup dalam tradisi dan budaya yang dapat mengangkat 
masyarakat yang bertamadun manusiawi atau lebih jauh bertamdun ”madani”. 
Oleh Ibn Khaldun6 tamadun madani akan wujud apabila ada keseimbangan 
(equilibrium) antara keserasian tindakan atau tatanan dunia dengan ajaran 
agama. Dalam kehidupan nagari dengan landasan adat basandi syarak, syarak 
 basandi kitabullah ada kesamaan dengan perspektif Khaldun tersebut. Oleh 
sebab itu, rekonstruski nagari yang dibina kembali oleh masyarakat Minang-
kabau sekarang ini, ada harapan dapat melahirkan kultural masyarakat yang 
mampu membina keteraturan sosial dengan pijakan keseimbangan antara adat 
dan agama.
Untuk mewujudkan hal tersebut ke dalam taraf realita komitmen Perda 
no 9 tahun 000 untuk mengembalikan peranan nagari perlu dioperasionalkan 
dengan sungguh-sunguh oleh semua pihak di Sumatera Barat. Namun, melihat 
fenomena yang berlaku pada saat ini, pemerintahan nagari belum mampu se-
penuh hati membangun kultur nagari yang representatif, sehingga kemba-
li pada pemerintahan nagari masih berada dalam konstelasi ”romantisme” 
kaum tua yang resah melaihat fenomena distorsi ditengah-tengah kehidup-
annya.7 Program-program pemerintahan nagari, khusus yang berhubungan 
dengan pengembalian dimensi sosial kultural masih berada dalam taraf kon-
sep yang belum matang, sehingga tidak heran ada tudingan kembali ke nagari 
saat sekarang ini masih belum mampu kembali pada konteks esensia. Kemba-
li pada pemerintahan nagari seperti alur Perda No 9 Tahun 000, masih da-
lam kerangka blue print. 
Pemerintahan nagari belum tau arah dan tindakan yang cepat untuk mereal-
isasikan maksud Perda tersebut. Realisasi falsafah adat basandi syarak, syarak ba-
sandi kitabullah, masih berada dalam taraf serimoni dan kebijakan-kebijakan 
yang pasti masih tertumpu pada kegiatan kembali ke surau. Menurut penelitian 
 Hanani, program kembali ke surau baru dimaknai sebagai kegiatan serimoni kea-
gamaan.8 Pada hal menurt Geertz yang terpenting untuk membangun realita so-
sial itu adalah internalisasi agama yang membias pada realita sosial manusia itu, 
yaitu bagaimana tindakan sosial individu dan masyarakat berpedoman pada in-
ternalisasi ajaran yang dimilikinya9. Hal itulah yang semestinya, dilakukan oleh 
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pemerintahan nagari. Memformulasi adat dan agama menjadi bahagian yang 
terinternalisasi dalam kehidupan masyarakatnya. 
Sehubungan dengan itu, Perda no 9 tahun 000 yang telah memberikan 
peluang dan instruksi perlu dikaji lebih jauh. Pertama, kajiannya bertumpu pa-
da aplikasi perda tersebut. Artinya, melihat dan mengkaji tentang kebijakan-
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun nagari dalam 
membangun kultur masyarakat nagari berbasiskan sosial dengan keterpaduan 
adat dan agama. Kedua, dari latar belakang kajian kebijakan aplikasi tersebut, 
akan ditemukan sebuah formulasi sistem yang dapat membantu membangun 
kultur sosial masyarakat nagari yang diharapkan, karena saat sekarang formulasi 
inilah yang belum jelas duduk masalahnya, sehingga kembali ke nagari suasa-
nanya hampir sama saja dengan masa lalu masa pemerintahan desa ketika orde 
baru. Kehidupan masyarakat nagari yang berlandasakan adat basandi syarak, 
syarak basandi kitabullah masih saja belum terkonstruksikan. Pada hal isu yang 
terpenting yang paling urgen dan dominan dalam konteks kembali ke nagari 
itu adalah mengembalikan masyarakat adat Minangkabau yang berbasiskan ta-
ta kehidupannya dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Fokus 
kajian pada dua dimensi ini sangat penting artinya, kerena Perda no 9 tahun 
000, sebagai perda yang lahir dalam reka bentuk reformasi dan terada dengan 
begitu cepatnya untuk mengakses efeoria masyarakat. Maka secara sadar atau 
tidak Perda ini belum sepenuhnya di dukung oleh piranti-piranti sistem yang 
kuat, tumpuannya baru berada pada piranti pemerintahan nagari. Pemerintah-
an nagari menjadi tumpuan maksimal untuk mengembalikan masyarakat na-
gari yang berteraskan nilai-nilai sosial adat dan agama tersebut. Sementara dari 
data yang tersedia dalam pemerintahan nagari, aparat-aparat pemerintahan naga-
ri belum mempunyai sumber daya manusia yang cuku, hal ini dapat dilihat dari 
pendidikan yang diperoleh aparat nagari masih dominan tamatan sekolah me-
nengah. Hal ini mungkin pula sebagai salah satu faktor lembatnya terbentuk ke-
bijakan-kebijakan yang dapat mempercepat terjadinya transformasi sosial dalam 
masyarakat nagari. Termasuk dalam menjabarkan falsafah adat basandi syarak, 
syarak basandi kitabullah untuk menjadi kutur masyarakat nagari. 
Maka untuk itu, kajian tentang aplikasi kebijakan pemerintah untuk me-
realisasikan Perda ini perlu dilakukan. Formulasi dan format yang relevan ser-
ta efektif untuk membangun sebuah masyarakat adat yang beridentitikan adat 
basandi syarak, syarak basandi kitabullah perlu pula ditemukan. 
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REALITAS DAN KONTRUKSI ADAT BASANDI SYARAK, 
SYARAK BASANDI KITABULLAH
Penelitian ini berkaitan dengan studi tentang Perda No 9 Tahun 000 
yaitu perda yang mengatur terhadap pemerintahan nagari. Ada dua hal yang 
terpenting dalam konteks kajian ini, yaitu kajian tentang kebijakan dan kedua 
berkaitan dengan penemuan formula atau format yang tepat untuk aplikasi 
dari konteks setting fokus kebijakan pembumian kultur adat basandi syarak, 
 syarak basandi kitabullah. Bagi orang Minangkabau, falsafah ini adalah pandu-
an hidup yang memberikan makna keseimbangan. Panduan hidup ini secara 
sadar atau tidak sadar, telah diobrak abrik oleh sebuah sistem pembangunan 
dan pemerintahan yang sentralisme yang sifat pendekatannya top down.10
Kehilangan-kehilangan nilai-nilai tradisi ini, menurut Huntington telah 
melahirkan konflik-konflik kutural, yang pada akhirnya menimbulkan dishar-
monisasi atau disorder11. Berpijak daripada dampak kehilangan tradisi inilah, 
sebenarnya para penganut teori post modernisme seperti Foucault dan Sen-
nett mengkritik dan ”anti” terhadap proyek modernisme, kerena bagi penga-
nut modernisme segala tradisi mesti diubah dan diganti dengan yang modern.1 
 Tetapi bagi penganut post modernis tradisi yang ada dalam masyarakat itu 
mempunyai ”kearifan budaya”, setidaknya telah berhasil membangun keter-
aturan sosial bagi pemiliknya.
Pijakan penganut post modernisme ini tidak terlepas daripada rangkaian 
pembuktian antropolog, semisalnya Kluckhohn yang menyatakan tradisi bu-
daya mempunyai orinetasi yang mempengaruhi tata kehidupan manusia, ke-
rena dalam tradisi itu terdapat tata nilai orientasi yang memandu manusia dan 
masyarakat dalam satu garis aturan, aturan itu tidak saja untuk satu kepenting-
an kehidupan saja, tetapi mencakupi multi dimensi13.
Dalam konteks yang lebih modern, Castells membuktikan bahwa nilai-
nilai tradisi, telah terbukti menjadi ”benteng” kekuatan untuk masyarakat da-
lam mengimbangi ”goncangan” budaya metropolis global. Tradisi tidak hanya 
sebatas identitas, tetapi dalam ”alaf” modern ini telah melebihi dari itu.
Dalam konteks tradisional, nagari dalam masyarakat Minangkabau te-
lah terbukti meletakkan dasar identitas seperti analisis Castells tersebut, yaitu 
sebuah masyarakat yang mempunyai pola sosial yang terintegrasi antara adat 
dan budaya. Formulasi adat dan budaya ini, merupakan rekontruksi sejarah 
yang panjang. Melalui konflik dan perbenturan yang alot, tetapi kemudian ter-
integrasi dalam satu falsafah adat adat basandi syarak, syarak basandi kitabul-
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lah. Integrasi ini mempengaruhi dan mengubah sistem yang berlaku dalam 
masyarakat Minangabau sekaligus membangun identitas orang Minangkabau 
dalam struktur sosial tersendiri. Hegel(1770-1831) dalam analisis sejarahnya 
mengemukakan, bahwa sesuatu yang lahir dari ruang sosial masyarakat itu 
sendiri, merupakan tata nilai yang diproduk oleh masyarakat tersebut. Ia da-
lam kehidupan, menjadi benang pengikat, malahan menjadi kontrak sosial 
dari generasi ke generasi. Fakuyama meyakini analisis Hegel tersebut.14 Bagi 
 Fukuyama sangat jelas produk sejarah adalah sebagai bahagian yang terpen-
ting membangun building karakteristik masyarakat. 
Sama halnya dengan sejarah, masyarakat lokal di mana pun juga di dunia 
ini. Sejarah kehidupan nenek moyang telah meletakkan dasar tata nilai dan 
identitas masyarakat tersebut, kemudian kontak budaya yang terjadi seba-
gai proses asimilasi yang menyempurnakan tradisi yang berlaku di dalamnya. 
Kontak budaya tidak selamanya pula mempunyai dampak yang baik terha-
dap tradisi, ia juga dapat menghilangkan tradisi lama. Tetapi hal seperti itu, 
tidak selamanya berlaku, kerena setiap tradisi mempunyai institusi-institusi 
yang dapat mengekalkan tradisi. Selagi institusi berperanan maka proses ke-
hilangan tradisi tidak akan terjadi. Dalam alur sejarah pentradisian masyara-
kat lokal di Minangkabau, hal itu sangat jelas sekali. Ketika terjadinya kontak 
budaya atau tradisi Minangkabau dengan Islam, malahan adat dapat berkom-
promi dengan ajaran Islam. Kompromi adat dengan agama inilah kemudian 
menjadi identitas masyarakat. 
Taufik Abdullah menyebutkan, kehadiran Islam dalam masyarakat Mi-
nangkabau sebenarnya tidak hanya terpaut dalam masalah struktur sosial ma-
syarakat Minangkabau, tetapi juga telah memberikan dorongan achievement 
motivation, yang berimplikasi pada pergerakan-pergerakan di Minangkabau.15 
Agama telah menyokong semangat ‘baru’ orang Minangkabau. Kontak agama 
dan budaya melahirkan ”dunia” baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh 
sebab itulah Azra (1999) menyebutkan kehidupan bernagari di Minangka-
bau telah melahirkan Islam ke-Minangkabau-an. Sebuah sistem sosial yang 
membangun dinamika masyarakat adat. 
Konteks kajian yang sama juga terlihat dalam kajian Bellah tentang eksis-
tensi agama Tokugawa dalam masyarakat Jepang, dimana agama ini telah 
memberikan sprit kultural yang kental terhadap masyarakat Jepang, sehingga 
membekas pada desain sosial, ekonomi, politik para penganut agama ini. Yang 
lebih jelas lagi adalah, kajian ”etika Protestan” Weber, bagaimana ajaran protes-
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tan mempengaruhi pemikiran lokal, kemudian menggejala menjadi pemikir-
an global, sehingga melahirkan kultur global ekonomi dunia. Hal ini semua 
bermakna, keteraturan sebuah sistem sosial dapat terwujud melalui kontak de-
ngan ajaran agama. Hasil integrasi ajaran agama ini mempengaruhi dinamika 
sosial suatu komintas.
Menurut Mochtar Naim, masuknya sistem pemerintahan triaptrit (cer-
dik pandai, alim ulama dan pemuka adat) dalam pemerintahan nagari merupa-
kan pengaruh daripada diterimanya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi 
kitabullah.16 Kepemimpinan ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, 
sehingga melahirkan pemerintahan nagari yang otonom. Otonomi nagari ini 
telah membangun keteraturan sosial masyarakat nagari itu sendiri. Perda no 9 
tahun 000, pada asasnya mewujudkan kembali otonomi nagari dalam kon-
teks kekinian, sebuah nagari yang mempunyai tradisi lokal yang tidak memisah-
kan kehidupan sosialnya antara adat dan budaya dengan ajaran agama Islam 
yang telah resmi diterima oleh masyarakat setempat.
Otonomi nagari inilah kemudian lebih dominan dikaji oleh para peneli-
ti, termasuk oleh antropolog dan sosiolog asing, seperti Minako Sakai, Kahin 
dan sebagainya17. Kajian-kajian antropolog ini lebih dekat pada kajian kebi-
jakan yang berlaku terhadap pemerintahan nagari dan memperbandingkan-
nya dengan pemerintahan desa. Secara kasat mata sistem keteraturan sosial 
dua ”kubu” sistem pemerintahan tersebut jelas berbeda. Pertama, sistem naga-
ri dibangun melalui kearifan lokal yang ada dalam masyarakat lokal tersebut. 
Kedua sistem pemerintahan desa dibangun melalui pendekatan birokrasi dan 
kekuasaan. Kedua pendekatan ini, tetal melahirkan kultur masyarakat yang 
berbeda pula.
Menurut Chatra kebijakan pemerintahan desa, yang diformulasi oleh 
undang-undang no 5 tahun 1979, telah mengubah struktur dan sistem lokal 
nagari menjadi, sistem yang memarjinalkan nilai-nilai tradisi yang ada dalam 
masyarakat Minangkabau18. Menurut hasil penelitiannya, terjadinya tindakan 
kriminal, berubahnya mentalitas masyarakat adat dipengaruhi oleh perubah-
an sistem pemerintahan lokal tersebut. Masalahnya, kekuatan-kekuatan moral 
yang ada dalam pemerintahan lokal tidak dibina oleh pemerintahan desa se-
bagai sebuah yang berguna dalam mewujudkan kedinamisan, keharmonisan 
dan kestabilan masyarakat.
Hanani, menyebutkan salah satu yang tidak mentradisi dalam masyarakat 
desa adalah, peranan surau19. Padahal surau bagi orang Minangkabau sebagai 
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peletak dasar falsafah Minangkabau dan sekaligus membangun fondasi sosial 
masyarakat Minangkabau yang berteraskan religius. Keruntuhan peranan su-
rau dalam konteks Minangkabau ini, telah memetakan pewarisan dan interna-
lisasi adat dan agama terhadap ‘anak nagari’ di Minangkabau, kerena eksistensi 
surau dalam tradisi Minangkabau berperanan untuk membangun pendidikan 
anak nagari yang berdimensi dua kubu tersebut.
Selanjutnya, kerangka nagari dalam kontelasi Perda no 9 tahun 000 ada-
lah nagari yang diformulasi dalam bentuk kekinian. Nagari yang dibangun sete-
lah melalui dialektika perubahan dari sistem lokal-sistem desa-nagari kembali. 
Dialektika ini memberikan indikasi, bahwa masyarakat Minangkabau meng-
hendaki ”pemulangan” tradisi dalam konteks kehidupannya. 
Oleh sebab itu, kajian-kajian terdahulu tentang nagari, seperti kajian 
Mochtar Naim, AA. Navis, Azyumardi Azra, Taufiq Abdullah, Sakai, Kahin, 
Chatra, Hanani dan sebagainya dijadikan pijakan atau garis panduan un-
tuk melihat nagari dan situasinya pada masa lalu. Sedangkan penelitian ini 
 tertumpu pada pembentukan nagari dalam konteks kekinian, dan bagaimana 
kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membangun sebuah nagari yang 
tata kehidupan sosialnya bernaung dengan norma dan agama. Tata kehidup-
an seperti ini telah terwujud dalam konteks negari era tradisional, dimana ke-
hidupan masyarakat belum kompleks dan heterogen. 
TEORITIK DAN APLIKATIF 
Pasca Perang Dunia II, terjadi perubahan besar-besaran di duina ke tiga 
atau di negara-negara yang sedang berkembang. Pertama, perubahan dari sistem 
tradisional ke modernisme. Kedua, terjadinya polarisasi sistem pembangunan 
menjadi ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara 
maju. Dua dimensi ini, secara langsung sangat mempengangaruhi dan meng-
ubah sistem dan struktur yang ada dalam dunia berkembang, termasuk di In-
donesia.
Di Indonesia, sangat kentara berpuncak pada kuatnya mobilisasi yang 
dilakukan oleh pemerintahan orde baru mengejar proses tahap pembangunan 
tinggal landas. Mobilisasi inilah kemudian merambah masyarakat lokal dengan 
berbagai proyek modernisasi, termasuk modernisasi budaya lokal. Modernisasi 
budaya lokal, pertama kali terlihat melalui kebijakan pemerintahan desa yang 
dikawal dengan sistem pemerintahan sentralisme. Akhirnya, semua pemerintah-
an lokal yang telah berhasil membangun dunia sosial masyarakat tersebut, diha-
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pus dengan sistem pemerintahan desa dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan 
pemerintahan yang diatur langsung oleh undang-undang no 5 tahun 1979.
Penghapusan sistem pemerintahan lokal inilah, awal daripada hilangnya 
kearifan-kearifan lokal. Masyarakat lokal Indonesia yang terdiri dari berbagai 
etnik dan tradisi diatur dengan satu pemeritahan uniform desa. Kehadiran pe-
merintahan desa, pada kenyataannya tidak memberikan peranan terhadap ke-
hidupan tradisi lokal, sehingga terjadilah distorsi-distorsi nilai lokal.
Di Sumatera Barat, untuk mengantisipasi kehilangan-kehilangan tradisi 
tersebut dikeluarkan pula Perda Sumatera Barat no 13 tahun 1983, sehingga 
berdirilah institusi-institusi adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lem-
baga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan lainnya di tengah 
pemerintahan desa. Guna institusi ini sangat jelas yaitu, untuk membangun 
masyarakat desa dengan tata nilai adat Minangkabau. Tetapi, rekonstruksi Per-
da no 13 ini tidak berhasil, eksistensi tetap saja sebagai kamufalase. Perubahan 
dalam masyarakat lokal Sumatera Barat terus berubah.
Selanjutnya pasca reformasi dengan terjadinya perubahan sistem pemerin-
tahan dan berlakunya otonomi daerah melalui undang-undang no  tahun 
1999, telah memberikan kesadaran awal pada masyarakat dan pemerintahan 
Sumatera Barat, akan kearifan lokalnya. Kemudian lahirlah Perda no 9 tahun 
000, untuk mengkonstruksi kembali kesadaran lokal tersebut, sehingga berdiri 
nagari menggantikan pemerintahan desa.
Atas dasar rekontruksi Perda no 9 tahun 000 inilah, dilakukan penataan 
ulang dinamika lokal di Sumatera Barat, seperti yang telah terjadi sekarang ini. 
Maka semenjak Indonesia merdeka, dapat disimpulkan sistem pemerintahan 
lokal di Sumatera Barat, sudah berlaku setidaknya tiga bentuk, yaitu: nagari 
dalam konstelasi tradisi (1945-1980), pemerintahan desa (1980-1999) dan na-
gari dalam konstelasi kekinian (000-sekarang). Nagari dalam konteks kekini-
an diilhami dengan tradisi nagari era tradisional. Proses ini dapat dijelaskan 
dengan skema berikut ini:
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NAGARI TRADISIONAL
(1945-1980)
Sebelum UU No 5/1979
NAGARI KEKINIAN
(000-SEKARANG)
Perda No 9/000PEMERINTAHAN DESA
(1980-1999)
BERLAKUNYA UU No 5/1979
MASYARAKAT LOKAL SUMATERA BARAT
Pada masing-masing sistem tersebut, berlaku kebiajakan-kebijakan terha-
dap masyarakat lokal yang berbeda-beda. Yang jelas dalam konteks nagari ke-
kinian, adanya keinginan kembali untuk merestrukturisasi masyarakat lokal 
dengan sistem tradisinya. Sistem tradisi itu adalah, nilai-nilai yang mengakar 
dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu yang memformalisasi kehidupan so-
sial masyarakat lokal menjadi teratur dan harmonis sebagaimana dibuktikan 
dalam pada masa lalu.
Berdasarkan kondisi itu, maka konteks kajian ini, lebih tepat dilakukan 
dengan pendekatan teori strukturalisme. Teori strukturalisme, pada awalnya 
diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Dalam perspektif Emile 
 Durkeheim bahwa masyarakat atau dunia sosial tidak akan menemukan ke-
teraturan, selama dalam masyarakat tersebut tidak ada tata nilai, norma dan 
adat istiadat yang berfungsi. Bagi Durkheim, tidak berperannya nilai dalam ma-
syarakat, telah terbukti terjadinya anomie, yaitu suatu situasi yang kacau dan 
disharmonis. Tingginya terjadi angka bunuh diri menurut Durkheim sebagai 
akibat daripada tidak adanya nilai-nilai yang berperanan.
Dalam konteks modern, Parson mengemukakan bahwa tidak ada jalan 
lain untuk mencapai keteraturan sosial terebut, selain difungsikannya nilai-ni-
lai atau norma-norma dalam kehidupan manusia0. Norma-norma itu menjadi 
sistem sosial yang mempengaruhi tindakan manusia, dan dunia sosial masya-
rakat, sebagaimana dijelaskannya dengan sekema berikut ini:
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Nelmaya
Internalisasi 
nilai-nilai
PENGUAT 
KUASAAN SISTEM
-INSTITUSI
-HUKUM
-PERDA
-SEBAGAINYA
Sistem budaya
Personal sistem
Sistem sosial
Dapat dipahami, bahawa tindakan individu sangat ditentukan oleh sis-
tem yang mengaturnya, sistem itu terdiri dari sistem budaya, sistem sosial atau 
disebut juga dengan aturan-aturan yang dapat dijadikan pijakan bersama, se-
hingga terpola sebuah kehidupan yang harmonis. Aturan-aturan itu, mesti di-
dukung dengan kekuatan-kekuatan formal, seperti institusi keluarga, negara 
dan sebagainya. Dalam konteks inilah Perda no 9 tahun 000 dimaknai seba-
gai penguat sistem.
Penekanan-penekanan yang terpenting daripada teori strukturalisme ada-
lah, membangun kehidupan sosial yang seimbang (equilibirium). Keseimbangan 
diyakini sebagai pewujud daripada keteraturan sosial. Konsep keteraturan ini, 
sangat bergantung pada nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat. Masya-
rakat terkonstruksi tidak lepas dari nilai-nilai yang mengaturnya itu, atau 
 eksisnya sebuah masyarakat sebagai akibat daripada adanya sistem nilai yang 
membangunnya. Dalam konteks inilah, sebenarnya falsafah adat basandi sya-
rak, syarak basandi kitabullah eksistensinya. 
Dengan demikian, teori struktural fungsional dioperasikan dalam penye-
lidikan ini, kerena teori struktural fungsional, pertama menekankan pentingnya 
arti dan makna tradisi sebagai pewujud keteraturan sosial. Kedua teori struk-
tural fungsional lebih menekankan masyarakat berada dalam keseimbangan 
(equilibirium). Ketiga, teori struktural fungsional melihat kearifan lokal mem-
punyai makna fungsional terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Keempat, 
teori struktural fungsional tidak menafikan peranan sistem dan subsistem so-
sial sebagai bahagian yang terpenting dalam membangun keteraturan sosial 
masyarakat.
 Berkaitan dengan itu, eksisten Perda no 9 tahun 000 adalah sebagai 
salah satu sistem yang dapat merekonstruksi masyarakat, tanpa pengabaian 
 terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Singkatnya terbina 
sebuah masyarakat yang sesuai dengan formulasi falsafah adat basandi syarak, 
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syarak basandi kitabullah tidak dapat dilepaskan daripada adanya sistem yang 
dibangun untuk merekontruksinya. [ ]
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